SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR %} TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa scsuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan
kelembagaan dl Kabupaten Sltubundo terdapat pembahan tugas dan
Situbondo

b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Koperas: dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo sudah t:dak
sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perifu diganti ;

c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perfu
mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Peraturvan Bupati.

: L Umﬂmm 2 Tm 1950 tentane Pembe -
daerah Kabupaten Dalam Lingungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 9}

2. Undang-Undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974
~ Nomor 55, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkperasian
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1992 quor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republil nesia  Talam 2003 Nemwor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4286);
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 SS),
Undangtndang Nomos 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pe:
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomor 4421) '

Undang-tUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana telah divhah demgan Undang-Undang Nemor 12 Tabun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganr Keuangan
Amara Pemerintaly Pusat dan Pemerintahan Daerak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang—{Jndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Mencmgah (Lembamn Negara Repubhk Indoma Tahun 2008
Nomor 4866)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);

Peraturart Pemerintal Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyarakatan dan
Tata Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubm‘an
Koperasi oleh Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 1995 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonedia Nomor 3718);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan
pada koperasi;
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Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturap Pemerintah Nomor 100 Tahua 2000 tentamg
Pengangkatan Pegawai Negeri Siptl Dalam Jabatan Strukfural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 temtang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor IS5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiae Urasan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peratoran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Dactah (Lemberan Negara Republik Indonesia Talm 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indenesia Takron
1988 Nomor 31} ;
WPMRINMISTMIMTMPW
Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;

Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan
Usaha Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menterf Dafam Negeri Nomor 59 Tahun 2067 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomwor 16 Tabhun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraen Pemermiah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tabhun 2007 fentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbonde Tabun 2008 Nomor 02);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN
SITUBONDO

BABI

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.  Bupati adalah Bupati Situbonde.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya discbut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

4. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pcmenmahdaerahdanDPRDmcmmltasasotonomldantugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan
N Kesatuan Republik Indenesia sebagimana dimoksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesm Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang sclamputaya discbut
Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Situbondo.

8.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sitabondo.

9. UthelaksanaTekmsDxms, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur
pelaksana operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau
Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegjatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ckonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

1. Perkoperasian adalah scgala sesuatu yang menyangkut kehidupan
koperasi. '

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS, DPAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang koperasi, usaha wmikro, kecil dan
menengah.

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupat: melalui
Sekretaris Daerah.




(3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecif Menengah dalam mefaksanakan

tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

‘Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu
Bupati dafam meiaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah, serta kewenangan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

pﬂmnusankebﬁakmteknisbidmgkopemsidmusabakmﬂnmgah;
penyusunanprogramdmbldmgkopcramdanusahakecﬂmenengah,
pcnggabungan, pembubaran, dan pelaksanaan pelayanan umum  di
bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

pelaksanaan kerjasama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang
perkoperasimdanusahakecilmenengab;
manmemenkoperasxdanusabakﬂcﬂ menengah;

pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang
koperasi dan usaha kecil menengah;

pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang
koperasi dan usaha kecil menengah;

pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, permodalan, usaha, serta manajemen
koperasi, lembaga keuangan alternatif, dan usaha kecil menengah;
pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi dan usaha kecil

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB HI
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

a.
b.

Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umenn;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia,
membawabhi : o
. Seksi Hukmn dan Advokasi;
2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia.




d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawabhi :
1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan,
Peternakan dan Perikanan;
2. Seksi Industri Perdagangan dan Jasa; dan
3. Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan.
¢. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mermbawahi :
1. Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran;
2. Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis; dan
3. Seksi Kewirausahan.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala
Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. '

BABIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
| - Bagian Kesatu
KEPALA DINAS
Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang koperast dan usaha
kecil menengah.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengkoordinasian, penyusunan program dan pefaksanaan evaluasi
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan tata usaba kantor, petlenpkapan, umisan tumah tangga
Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;

. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;

¢. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas—
tugas bidang secara terpadu; -

d. penyiapan hahan evaluasi tugas—tugas bidang secara terpadu;
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pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan urusan umum;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas kedinas lain yang diberikan oieh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 10

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka
1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha
kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;

b. peleksanson pengadaan kebutuhon barang dan pengadminisirasion
barang-barang keperluan dinas dan perbekalan laing

pelaksanaan urusan surat — menyurat;

pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi
pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Dafir Unn
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhentian pegawai, '

h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;

i. penyusunan Laporan Kepegawaian;

j. pelaksanaan ketatausahaan;
k
i

d pada ayat (1), Sub

oo po

. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretans; dan
pelaksanaan tugas kedimasan lain yang diberikan oleh Sckretasis
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Kenangan

Pasal 11
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha
keuangan. '

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dokummen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran;

b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;

¢. pelaksanaan administrasi kevangan Dinas yang meliputi pembukuan,
realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran
gaji pegawai;



d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

€. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran
Dinas;

f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;

g. pelaksanaan ketatausahaan; '

k. pembusatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretarts;
dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Sekretaris

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagmnana
dimaksud dalam Pasal 5 bhuwraf b angka 3, mempunya
melaksanakan ketatausahaan, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
b. pemyustman RKA dar DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Dinas;
penyusunan budaya kerja Dinas;
penyusunan LAKIP Dinas;
penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
pelaksanaan Pengawasart Melekat (WASKAT) di linghkunigan Dinas;
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD);
pelaksanaan ketatausahaan;
pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Seckretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG BINA KELEMBAGAAN DAN
SUMBER PAYA MANUSIA
Pasal 13

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan pengelnbangan standansasa kelembagaan kopms:, somahsasr
pembmaan kelembagaan serta merencanakan kebutuhan pendldlkan dan

pelatihan bidang perkoperasian.

© ™o ae

'?Io l—upﬂ

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyeclenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan organisasi, tatalaksana, penyuluhan
klas:ﬁka&koperaﬂdanpemmgkatankoperw
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pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan
hukum dan pengembangan organisasi koperasi;
pelaksanaan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hukum
terhadap permasalahan yang dibadapi koperasi;

pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluam, pengendahan dan
pengawasan  pelaksanaan  pregra en;

koperasi;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan:

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Hukum dan Advokasi
Pasal 15

Seksi Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c
angka I, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan
advokasi.

Dalammelaksa:nakantugas sebagaimana dlmaksudpadaayat (1), Seksi

b. pembmaan dan sosialisasi Penmdang undaugan bidang koperasi;

c. fasilitasi dan advokasi penyelesaian permasalahan hukum bagi
koperasi;

d. penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar
Koperasi, Koperasi dengan Badan Usaha Lain;

e. pelayanan pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi serta

pemantauan, pengawasan, pengendalian pemberian ijin Akta Badan
Hukurm koperasi;
f. pelaksanaan ketatausahaan;

g pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Budang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf2
Seksi Organisasi dan Tatalaksana
Pasal 16
Seksi Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf ¢

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang organisasi dan

- tatalaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi

Organisast dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan baban pessynsuban pedoman stmdausm organisasi dan
tatalaksana koperas1,

b. penyiapan bahan penilaian untuk pemeringkatan dan klasifikasi
koperasi;

¢. pelaksanaan monitoring dan e¢valuasi koperasi;
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d. pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi tata faksana dan

kelembagaan koperasi;

pelaksanaan penerapan standar akutan51 dan audit koperasi;

pelaksanaan ketatausahaan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan '

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas
dan fomgsinya.

i

Paragraf 3
Seksi Sumber Daya Manusia

Pasal 17
Seksi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf ¢
angka 3, mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Bidang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang sumber daya
manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a Pﬁﬂ)’umaﬂ dan perencanaan kcglatan nengembangan Sumber Daya

mansia;

b. pembinaan, penyuluhan, pelatlhandanpendldlkan

¢. penyusunan rencana  kegiatan pengembangan Sumber Daya
Manusia;

d.pembmaan,penyuluhan,pela‘nhandanpendldlkmdaiammngka

e. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan Perkoperasian;

f. pelaksanaan ketatausahaan;

g pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BIDANG BINA USAHA KOPERASI
Pasal 18

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
dalam rangka pengembangan, kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi.

Pasal 19

penyusunan  kebijaksanaan  teknis dalam pembangunan  dan
pengembangan usaha koperasi ;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi ;

pengawasan usaha dan manajemen koperasi ;
pelaksanaan fasilitas pembiyaan dan pengembangan usaha koperasi ;
pelaksanaan kegiatan ketatansahaan ;
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pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan,
Ketrutanan, Peternakan, dan Perikanan
Pasal 20

Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan,
dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1,
mempunyal tugas melaksanakan scbagian tugas Bidang Bina Usaha
Koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutana,
peternakan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutana, Peternakan dan

Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha
koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan, petemakau, dan perikanan;

c. pemfasilitasi pemblayaan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman
pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan
manajemen usaha koperasi pertanian tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan;

e. pelaksanaan Ketatausahaan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha
Koperasi;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinyanya.

Paragraf 2
Seksi Industri, Perdagangan, dan Jasa
Pasal 21

erdagangan, dan Jasa sebagaimana Pasal 5 huruf d

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina

Usaha Koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Dalam melaksanakan togas dimaksud pada ayat (1), Scksi Industr,

PerdagangandanJas& menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan dalam ramgka penyusuman kebijaksamasn usaha
koperasi di sektor perdagangan, industri dan jasa;

b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman serta cara
penyertaan modal pada di sektor perdagangan, industri dan jasa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan
manajemenkoperaﬂ,dtsektorpmdagmgan,mdusmdanjasa,

d. pelaksanaan fusilitasi dan pembiayaan usaha koperasi di bidang
industri, perdagangan dan jasa;

e. pelaksanaan ketatausahaan;

f. pelaporanpelaksanaanmgaskepadaKepa]aBldangBmaUsaha
Koperast,
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g pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan
Pasal 22

(1) Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5
huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Bina Usaha Koperasi di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas scbagatmana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi
a penyusunan rencana kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa
keuangan;
b. penyusunan pedoman kegiatan tekhnis operasional usaha simpan
pinjan dan jasa kevangan;
c. pelaksanaan bimbingan sosialisasi usaha simpan pinjam dan jasa
keuangan serta fasilitas pembiyaan usaha simpan pinjam' dan jasa

keuangan;
d. pelaksanaan ketatausahaan;
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha

f, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
BIDANG BINA USAHA MIKRO, KECTL DAN MENENGAH
Pasal 23
Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas

. melaksanakan kebijaksanaan teknis, dalam rangka pengembangan usaha,

kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah.
Pasal 24 _
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijaksanaan tekmis dalam  pem
pengembangan usaha kecil dan menengah;
b. pembinaan dan bimbingan tekhnis dalam usaha dan kerjasama koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c. penyiapan bahan dap pemyusunan pedoman dalam
informasi bisnis usaha kecil dan menengah;

e

d.  pelaksanaan fasilitas perkuatan manajemen dan pembiyaan usaha mikro
- kecil dan menengah;

f  pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
g.  pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaanmgaskedinasanlainyangdibcﬂkanolehKepalaDinas.
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Paragraf |
Seksi Sarana, Kemitraan, dan Pemasaran
Pasal 25

Seksi Sarana, Kemitraan, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ angka I, mempunyai tugas mefaksanakan sebagian tugas
Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang sarana,
kemitraan dan pemasaran.
Dalammclaksanakantugassebagaimanadimakmﬁpadaayat(l),Seksi
Sarana, Kemitraan dan Pemasaran nicnyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan
sarana, kemitraan dan pemasaran;

b. pelaksamanhimbinganpengemhangansamnadanmanajemﬁnusaha
kecil dan menengah dan fasilitas kemitraan antara pengussha Kecil
dan Mepengah dengan pelaku usaha lain;

c. pelaksanaan fasilitasi perkuatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan
menengah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
pengusaha kecil dan menengah;

¢. pelaksanaan ketatausahaan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,
Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesusi dengan tugas dan
fungsinya. '

Paragraf 2
Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis
Pasal 26

Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 5

turuf e angka 2, mempunyai tugas mefaksanakan sebagian tugas Bidang

Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang manajemen dan

informasi bisnis.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Manajemen dan Informasi Bisnis menyelenggarakan fungsi :

a pepgumpilan dan pengolaban data dalam rangka penyusuman
pedoman dan bimbingan teknis pengembangan manajemen dan
informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;

b. pembinaan untuk pengembangan sistim informrasi bisnis pengusaha
kecil dan menengah; .

¢c. pengembangan dan promosi produk usaha kecil dan menengah:

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengembangan
manajemen dan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;

e. pelaksanaan ketatausahaan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesusi dengan tugas dan
fungsinya.
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Paragraf 3
Scksi Kewirausahaan
Pasal 27
(1) Scksi Kewirmxsahaansebagaimmadim&mwShmnfeangkaL
mempunyat tugas melaksanakan sebagian tugas Pidang Pina Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di bidang kewirausahaan,
) Dalal'n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kewirausahaan menyclenggarakan fingsi -
a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
mmmmm pengembangan kewiransahaosn
pengusaha mikro, kecil dan menengah;
pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
pelaksmamtqmyadalammgakapmgemtmgmmm
pelaksanaan ketatausahasan;
pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usshe
Mikro, Kecil dan Menengah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
e Bma Ussha Mikro, Keeit dan Menengah sesosi dengan tagas dan
fungsinya.

o e o
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BABRV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 |
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo
" Nomor 41 Tabun 2008 tentang Uraian Togas dan Fomgsi Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten
e Situbondo.
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